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Jakarta, 8 April 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Senin (8/4) pukul 14.00 WIB dengan
agenda pemeriksaan pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 27/PUU-XVII/2019 ini
diajukan oleh Octolin Hutagalung, M. Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, dan Andrijani Sulistiowati yang
merupakan advokat sekaligus pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan. Adapun, materi
yang diujikan, yaitu

Pasal 21 UU Tipikor

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung
atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para
saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).”

Pemohon menilai Pasal 21 UU a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena frasa
“secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal a quo tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan
multitafsir. Menurut Pemohon, aparat penegak hukum dapat menjadi bebas tafsir karena tidak adanya
kesepahaman dan standard dalam menilai seorang advokat yang melakukan pembelaan kepada kliennya
dalam perkara korupsi. Ketiadaan tolak ukur tersebut menyebabkan para Pemohon dapat dianggap dan
diduga melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung proses hukum. Hal ini membuat advokat merasa terancam dan terbelenggu dalam menjalankan
profesinya.

Selain itu, para Pemohon juga mempunyai kekhawatiran bila tindakannya sebagai advokat saat
melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya bisa dipidana sesuai dengan ketentuan UU a quo.
Pemohon mencontohkan, saat advokat mengajukan penundaan pemeriksaan perkara atas kliennya
dengan alasan tertentu seperti sakit, atau alasan lain dapat dikategorikan tindakan menghalang-halangi
penyidikan. Hal ini pernah terjadi pada seorang advokat di Sumatera Barat yang ditetapkan tersangka oleh
Kejaksaan sesuai Pasal 21 UU a quo karena mengirimkan surat penundaan pemeriksaan terhadap
kliennya. Selain alasan sakit, seringkali advokat mengajukan surat penundaan pemeriksaan dalam proses
penyidikan bilamana seorang advokat baru mendapatkan kuasa dari kliennya.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 21 UU Tipikor bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang frasa “setiap orang” tidak dimaknai dikecualikan bagi seseorang yang
berprofesi sebagai advokat yang membela kliennya dengan itikad baik. (A.L.)
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